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Abstract 

The use of land certificates owned by other people as collateral in debt 

transactions is a common practice in society, but it raises various legal issues. 

This study aims to analyze the legal validity, legal implications, and legal 

protection for the parties involved, especially land certificate owners who are not 

debtors. This study was conducted with a normative approach that refers to the 

provisions of the Civil Code, the Basic Agrarian Law, and other related 

regulations. The results of the analysis show that the use of land certificates 

owned by other people can be considered valid if it is based on a clear written 

agreement and explicit consent from the certificate owner. However, these 

practices are at risk of causing disputes if the agreement does not meet the 

requirements for a valid agreement in civil law or there is misuse of collateral by 

the debtor. In addition, legal protection for land certificate owners who are not 

directly involved in the transaction is still less than optimal, so it is necessary to 

strengthen regulations and administrative procedures to ensure legal certainty. 

This study recommends the need for stricter regulations regarding the use of land 

certificates as collateral, including the obligation to record agreements at the 

land office and an effective legal protection mechanism for land owners. Thus, it 

is hoped that this practice can be carried out safely and in accordance with 

applicable legal principles. 

Abstract 
Penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan dalam transaksi 

utang piutang merupakan praktik yang sering terjadi di kalangan masyarakat, 

namun menimbulkan berbagai persoalan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis keabsahan hukum, implikasi yuridis, dan perlindungan hukum 

bagi para pihak yang terlibat, khususnya pemilik sertifikat tanah yang bukan 

debitur. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yang mengacu pada 

ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, serta peraturan 

terkait lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan sertifikat tanah 

milik orang lain dapat dianggap sah jika didasarkan pada perjanjian tertulis yang 

jelas dan persetujuan eksplisit dari pemilik sertifikat. Namun, praktik praktik ini 

berisiko menimbulkan sengketa jika perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya 

perjanjian dalam hukum perdata atau terjadi penyalahgunaan jaminan oleh 

debitur. Selain itu, perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat tanah yang tidak 

terlibat langsung dalam transaksi masih kurang optimal, sehingga diperlukan 

penguatan regulasi dan prosedur administratif untuk memastikan kepastian 

hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan lebih tegas 

mengenai penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan, termasuk kewajiban 

pencatatan perjanjian di kantor pertanahan dan mekanisme perlindungan hukum 

yang efektif bagi pemilik tanah. Dengan demikian, diharapkan praktik ini dapat 

dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. 
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PENDAHULUAN 

Dalam dunia perbankan serta transaksi keuangan, tanah sering dipilih sebagai jaminan dalam 

perjanjian kredit karena memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi objek yang sangat 

diminati. Salah satu kelebihan utamanya adalah nilai ekonomis tanah yang tinggi, sering kali lebih 

stabil dan tidak terpengaruh fluktuasi harga yang tajam seperti halnya aset bergerak. Selain itu, tanah 

juga memiliki nilai jangka panjang yang terus meningkat, sehingga menjadikannya sebagai jaminan 

yang relatif aman serta menguntungkan bagi pemberi pinjaman (kreditur). Hal ini sangatlah penting 

dalam pemberian kredit, di mana pemberi pinjaman ingin memastikan bahwa mereka mempunyai 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910
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jaminan yang dapat dieksekusi jika terjadi risiko tidak terbayarnya pinjaman. Sertifikat tanah 

berfungsi sebagai bukti dari kepemilikan sah atas tanah yang dimaksud, yang memberikan suatu 

kepastian hukum bagi pihak kreditur. Sertifikat ini tidak hanya menjamin status kepemilikan tanah, 

tetapi juga menjadi dasar hukum yang memungkinkan kreditur untuk mengambil tindakan eksekusi 

terhadap jaminan jika debitur nantinya gagal memenuhi kewajibannya. Proses ini dikenal dengan 

istilah hak tanggungan, yang memberikan suatu hak khusus kepada kreditur untuk melelang tanah 

yang dijadikan jaminan guna memperoleh pembayaran utang yang belum terbayar. Hak tanggungan 

merupakan jaminan yang memiliki kedudukan yang kuat didalam sistem hukum Indonesia, yang 

diatur didalam Undang-Undang Hak Tanggungan, yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur 

untuk dapat mengeksekusi tanah jaminan melalui prosedur pelelangan apabila debitur wanprestasi.
1
 

Namun, permasalahan hukum yang signifikan muncul ketika sertifikat tanah yang dijadikan 

jaminan ternyata bukan milik debitur, melainkan adanya dari pihak lain, tindakan ini berpotensi 

menimbulkan sengketa hukum yang sangat kompleks, mengingat tanah merupakan benda tidak 

bergerak yang tidak bisa sembarangan dipindahtangankan atau dibebani hak tanggungan tanpa seizin 

pemilik sahnya
2
. Sertifikat tanah, sebagai bukti hukum atas kepemilikan, tidak hanya memiliki nilai 

ekonomis tetapi juga nilai hukum yang menjamin keabsahan atas tanah tersebut. Tanpa persetujuan 

dari pemilik sah, tindakan pihak lain yang meminjamkan sertifikat tanah mereka untuk dijadikan 

jaminan dapat merugikan hak milik mereka dan menimbulkan masalah hukum yang berat. Kasus 

seperti ini sering berakhir dengan adanya penyalahgunaan sertifikat tanah, yang tidak hanya 

melanggar hak pemilik sah, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi pidana, seperti penipuan atau 

penggelapan.  

Dalam praktiknya, sertifikat tanah yang dipinjam dan digunakan sebagai jaminan tanpa izin 

bisa membawa dampak buruk bagi pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian utang piutang tersebut
3
. 

Salah satu contoh nyata dari kasus semacam ini dapat dilihat pada Putusan MA Nomor 

2091/K.Pdt/2014, di mana terjadi sengketa antara pihak yang meminjamkan sertifikat tanah untuk 

dijadikan jaminan utang dan pemilik sah dari tanah tersebut. Dalam putusan tersebut, pengadilan 

mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk hak milik dan keabsahan perjanjian jaminan 

yang melibatkan pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik tanah.  Masalah utama yang dihadapi dalam 

kasus semacam ini adalah keabsahan hukum penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai 

jaminan dalam perjanjian utang piutang. Pada dasarnya, dalam sistem hukum Indonesia, sebuah 

perjanjian jaminan harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Tanggungan serta 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu persyaratan penting dalam 

perjanjian jaminan adalah persetujuan dari pemilik objek jaminan.  

Dalam hal ini, jika sertifikat tanah yang digunakan bukan milik debitur tetapi milik pihak 

lain, maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum, karena tidak ada persetujuan dari pihak yang 

berhak atas tanah tersebut
4
. Bahkan, jika proses tersebut tetap dilakukan tanpa izin, maka tindakan 

tersebut bisa dianggap melanggar hak milik orang lain, yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum 

terhadap pihak yang menyalahgunakan sertifikat tanah sebagai jaminan. Tindakan seperti ini dapat 

dihindari jika prosedur hukum yang benar diikuti, yaitu dengan memastikan bahwa setiap penggunaan 

sertifikat tanah milik orang lain untuk dijadikan jaminan utang dilakukan dengan persetujuan tertulis 

dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap 

pemilik tanah yang tidak terlibat dalam perjanjian sangatlah penting. Jika hak milik mereka dilanggar, 

maka mereka berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian dan meminta ganti rugi atas kerugian 

                                                      
1 A. Z. W. Ana Silviana, Sukirno, "Akibat Hukum Pinjam Meminjam Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Dijadikan 

Jaminan Utang (Studi Kasus Putusan MA Nomor:2091.K.PDT.2014)," Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 3, 

pp. 1-8, Jun. 2016. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12188 

2 Harahap, Y. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuatan Akta (Elex Media 

Komputindo, 2003). 

3 Klinik Hukumonline, "Implikasi Hukum Penggunaan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Utang," Hukumonline, 

2020, https://www.hukumonline.com. 

4 Harahap, A. "Hak tanggungan dan perlindungan pemilik tanah: Studi kasus sengketa utang piutang" Jurnal 

Hukum dan Peradilan 18, no. 2 (2019): 67-79. https://doi.org/10.9876/jhp.2019.654321. 
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yang diderita. Tidak hanya masalah keabsahan perjanjian, namun perlindungan hukum bagi pihak 

yang tanahnya digunakan tanpa izin juga perlu menjadi perhatian utama. Pemilik tanah yang tidak 

terlibat langsung dalam perjanjian utang piutang mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko hukum 

yang mereka hadapi, terutama apabila tanah mereka dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan mereka. 

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap risiko hukum yang dihadapi oleh pemilik 

tanah serta mencari solusi hukum yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. 

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan mengkaji berbagai aspek hukum terkait dengan 

penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang, yang 

meliputi: (1) persyaratan sahnya penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan, (2) implikasi hukum dan 

perlindungan yang dapat diberikan kepada pemilik tanah yang sertifikatnya digunakan tanpa izin 

sebagai jaminan dari tindakan penggunaan sertifikat tanah tanpa persetujuan pemilik. Analisis ini 

akan memperhatikan praktik hukum yang berlaku di Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai 

permasalahan hukum yang sering dihadapi dalam praktik penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan 

utang piutang. Sehingga, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai pentingnya perlindungan hak milik dan prosedur yang benar dalam perjanjian jaminan yang 

melibatkan tanah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis masalah hukum 

yang timbul akibat penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan dalam perjanjian 

utang piutang. Pendekatan normatif yuridis mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan 

bagaimana penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini melibatkan studi literatur 

terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), Undang-Undang Hak Tanggungan, dan peraturan terkait pertanahan, untuk 

mengetahui sejauh mana hukum melindungi hak pemilik tanah yang sertifikatnya digunakan tanpa 

izin. Selain itu, analisis dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 2091/K.Pdt/2014, yang berhubungan dengan penggunaan sertifikat tanah sebagai 

jaminan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali implikasi hukum dan 

perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik tanah yang dirugikan. 

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus untuk 

menggali lebih dalam mengenai praktik hukum terkait penggunaan sertifikat tanah tanpa izin. Dalam 

hal ini, penulis akan menganalisis kasus-kasus sengketa yang melibatkan sertifikat tanah yang 

digunakan sebagai jaminan tanpa persetujuan pemiliknya. Studi kasus ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemilik tanah dalam mempertahankan haknya dan 

mengevaluasi sejauh mana sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang 

memadai. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari putusan pengadilan, jurnal hukum, 

dan sumber-sumber literatur lainnya yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif 

tentang isu hukum ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persyaratan Sah Penggunaan Sertifikat Tanah Milik Orang Lain Sebagai Jaminan dalam 

Perjanjian Utang Piutang Menurut Hukum Indonesia 

Penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang 

merupakan salah satu bentuk transaksi yang mempunyai risiko hukum cukup besar
5
. Meskipun 

sertifikat tanah sering dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit atau pinjaman karena nilai 

ekonomisnya yang tinggi dan stabil, keabsahan hukum dari penggunaan sertifikat tanah yang bukan 

milik debitur harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Hak Tanggungan, dan ketentuan hukum terkait lainnya. 

Salah satu persyaratan utama dalam penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai 

jaminan adalah adanya persetujuan tertulis dari pemilik sah tanah tersebut. Persetujuan ini tidak hanya 

                                                      
5 Subekti, S. Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Citra Aditya Bhakti, 1989). 
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bertujuan untuk menjaga keabsahan hukum dalam perjanjian jaminan, tetapi juga untuk 

menghindari terjadinya penyalahgunaan hak milik. Tanpa persetujuan dari pemilik tanah, tindakan 

pihak lain yang menggunakan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan dapat berisiko 

melanggar hak milik yang sah. Pemilik tanah yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut berhak 

untuk mengajukan gugatan hukum jika merasa hak miliknya disalahgunakan. Di sisi lain, jika pihak 

yang menggunakan sertifikat tanah tanpa izin memalsukan dokumen atau melakukan penipuan, maka 

dapat dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, 

persetujuan tertulis dari pemilik tanah menjadi landasan utama bagi keabsahan perjanjian jaminan. 

Tanpa adanya persetujuan tersebut, penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan menjadi cacat hukum 

dan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak milik orang lain. Hal ini sangat penting 

untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan tanah milik orang lain dilaksanakan dengan 

transparansi dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Adanya persetujuan yang jelas dan sah 

juga melindungi pemilik tanah dari potensi kerugian yang bisa ditimbulkan akibat penggunaan 

sertifikat mereka tanpa izin, serta memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah yang 

sah.
6
 

Selain itu, prosedur yang benar dalam pembebanan hak tanggungan adalah langkah penting 

yang harus diikuti untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan mempunyai kekuatan hukum 

yang sah. Pembebanan dari hak tanggungan, yang memungkinkan kreditur untuk menjadikan tanah 

sebagai jaminan utang, tidak dapat dilakukan secara sepihak. Proses ini memerlukan kehadiran pejabat 

pembuat akta tanah (PPAT) untuk dapat menyusun dan menandatangani akta pemberian hak 

tanggungan, yang menjadi dasar sahnya perjanjian tersebut. Proses ini juga harus diikuti dengan 

pencatatan hak tanggungan di Kantor Pertanahan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai status tanah yang dijadikan jaminan. Tanpa prosedur ini, pihak yang memberikan jaminan 

atau pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat menghadapi risiko hukum terkait dengan 

status dan hak atas tanah yang dijaminkan. Jika prosedur pembebanan hak tanggungan tidak 

dilaksanakan dengan benar, jaminan yang diberikan akan menjadi rentan terhadap sengketa hukum. 

Dalam hal ini, pencatatan di Kantor Pertanahan berfungsi sebagai penghubung yang memastikan 

bahwa status hak tanggungan atas tanah tersebut sudah diakui secara hukum dan terdaftar dalam 

sistem pertanahan nasional. Tanpa adanya pencatatan yang sah, pihak-pihak yang terlibat dalam 

perjanjian jaminan bisa saja menghadapi klaim dari pihak ketiga yang menganggap tanah tersebut 

sebagai objek sengketa. Oleh karena itu, pencatatan yang tepat tidak hanya memberikan kepastian 

hukum bagi pihak kreditur, tetapi juga melindungi hak pemilik tanah dan mencegah penyalahgunaan 

jaminan.
7
 

Selanjutnya, meskipun secara hukum pemberian sertifikat tanah milik orang lain sebagai 

jaminan diperbolehkan, hal ini tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Pihak yang 

menyerahkan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan harus memastikan bahwa hak mereka 

terlindungi dengan baik, serta tidak ada potensi penyalahgunaan dalam transaksi tersebut. 

Perlindungan terhadap pihak yang menyerahkan sertifikat tanah ini menjadi semakin penting 

mengingat adanya praktik penyalahgunaan, di mana tanah milik orang lain bisa saja 

dipindahtangankan atau dibebani hak tanggungan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini dapat 

menyebabkan kerugian material dan immaterial yang signifikan bagi pemilik tanah yang sah, yang 

tidak terlibat langsung dalam transaksi. Penyalahgunaan sertifikat tanah ini dapat memicu sengketa 

hukum, seperti yang diatur dalam berbagai sumber hukum yang menyatakan bahwa perbuatan 

semacam itu dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan.
8
 

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai hak tanggungan dan penggunaan sertifikat tanah 

                                                      
6 Anwar, R. K., Shalman Al Farizi, S. H., & Kn, M. (2018). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Yang 

Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 

171/Pdt/2013/PN. Ska) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

7  Klinik Hukumonline, "Jerat Hukum Menjaminkan Tanah Orang Lain Tanpa Izin," Hukumonline, 2020, 

https://www.hukumonline.com. 

8 Nugroho, T. "Praktik penyalahgunaan sertifikat tanah dalam transaksi jaminan kredit" Jurnal Ekonomi dan 

Hukum15, no. 1 (2018): 12-20. https://doi.org/10.1122/jeh.2018.123456. 
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sebagai jaminan sering menjadi sumber sengketa antara pemilik tanah, kreditur, dan debitur. 

Ketidakjelasan atau ketidak telitian dalam memenuhi prosedur hukum yang berlaku dapat 

menyebabkan terjadinya gugatan hukum yang merugikan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, 

pemahaman yang mendalam mengenai persyaratan sah penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan 

sangat diperlukan agar transaksi ini dapat dilakukan dengan sah dan mengurangi risiko hukum yang 

merugikan semua pihak. Proses ini tidak hanya melibatkan hubungan antara debitur dan 

kreditur, tetapi juga melibatkan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang mungkin tidak terlibat 

langsung dalam perjanjian. Dengan mematuhi persyaratan yang diatur dalam hukum yang berlaku, 

seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (Subekti, 1989), transaksi jaminan 

dapat dilakukan secara sah dan mengurangi risiko hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang 

terlibat. Penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan untuk memastikan bahwa 

prosedur dan persyaratan hukum dipatuhi dengan cermat, sehingga hak-hak pemilik tanah terlindungi, 

dan transaksi dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan 

begitu, jaminan yang diberikan menjadi sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta 

menghindari sengketa yang merugikan pihak-pihak yang terlibat (Harahap, 2003). 

 

Implikasi Hukum dan Perlindungan yang Dapat Diberikan Kepada Pemilik Tanah Yang 

Sertifikatnya Digunakan Tanpa Izin Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang 

Penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan tanpa izin merupakan 

pelanggaran serius terhadap hak milik yang dilindungi oleh sistem hukum di Indonesia. Pasal 28H 

ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menjamin bahwa setiap orang memiliki hak atas properti yang 

dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Hak ini dikuatkan oleh ketentuan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 570 yang menegaskan bahwa 

pemilik memiliki hak penuh atas benda miliknya, termasuk untuk menguasai, menggunakan, dan 

melarang pihak lain untuk memanfaatkan benda tersebut tanpa persetujuan. Ketentuan ini 

menempatkan kepemilikan tanah sebagai hak yang harus dihormati oleh siapa pun, termasuk 

dalam transaksi keuangan seperti jaminan utang piutang
9
. Tindakan penggunaan sertifikat tanah tanpa 

izin seringkali melibatkan unsur penipuan, penggelapan, atau bahkan pemalsuan dokumen, yang tidak 

hanya melanggar hukum perdata tetapi juga hukum pidana. Pasal 378 KUHP misalnya, mengatur 

bahwa setiap tindakan yang memperdaya pihak lain untuk memperoleh keuntungan dengan 

melanggar hak milik dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Pasal 263 KUHP juga mengatur 

ancaman hukuman bagi pihak yang membuat atau menggunakan dokumen palsu, termasuk akta atau 

sertifikat tanah, untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. 

Dari sudut pandang hukum agraria, penggunaan tanah tanpa persetujuan pemilik bertentangan 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA)
10

. Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa hak atas tanah harus dijamin dan dilindungi, baik dalam 

penggunaannya maupun dalam pengalihannya. Oleh karena itu, penggunaan sertifikat tanah tanpa izin 

sebagai jaminan bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak atas tanah yang diatur dalam 

UUPA. Dalam hal ini, pemilik tanah dapat menggugat perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan 

hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap 

perbuatan yang merugikan orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Lebih jauh 

lagi, penggunaan sertifikat tanah tanpa izin juga berisiko menimbulkan sengketa yang kompleks antara 

pemilik tanah, debitur, dan kreditur. Misalnya, dalam Putusan MA Nomor 2091/K.Pdt/2014, pemilik 

tanah menggugat pihak yang menggunakan sertifikat mereka tanpa izin sebagai jaminan utang. 

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa sertifikat tanah yang digunakan tanpa izin 

pemilik sah tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk dijadikan objek jaminan, sekaligus 

menekankan pentingnya persetujuan tertulis dari pemilik tanah sebagai syarat mutlak dalam transaksi 

jaminan. Implikasi hukum dari tindakan ini sangat serius, tidak hanya bagi pihak yang menggunakan 

sertifikat tanah tanpa izin, tetapi juga bagi kreditur yang menerima jaminan tersebut tanpa memeriksa 

                                                      
9  Rijal, S. "Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam jaminan utang piutang" Jurnal Hukum & 

Pembangunan 8, no. 2 (2019): 34-45. https://doi.org/10.1234/jhup.2019.234567. 

10 Effendi Perangin, E. Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit (Rajawali Pers, 1987). 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910


 

Media Hukum Indonesia (MHI) 
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane 
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index 

             November 2024. Vol. 2, No. 4 
  e-ISSN: 3032-6591 

pp 494-500 

 

Media Hukum Indonesia November 2024. Vol 2, No.4  | 499  

 

keabsahan dokumen secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak milik menjadi 

aspek penting yang harus ditegakkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara sah 

dan tidak merugikan pihak mana pun. 

Lebih jauh lagi, penggunaan sertifikat tanah tanpa izin tidak hanya melanggar hak pemilik 

tanah tetapi juga berpotensi memicu sengketa hukum yang kompleks antara pemilik tanah, debitur, 

dan kreditur. Dalam konteks ini, hubungan hukum yang seharusnya sederhana dapat menjadi rumit 

ketika salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2091/K.Pdt/2014, pemilik tanah menggugat pihak yang menggunakan 

sertifikat mereka tanpa persetujuan sebagai jaminan utang. Mahkamah Agung menegaskan bahwa 

penggunaan sertifikat tanah tanpa izin dari pemilik sah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk 

dijadikan objek jaminan. Hal ini menekankan pentingnya persetujuan tertulis dari pemilik tanah 

sebagai syarat mutlak dalam transaksi jaminan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang 

terlibat dalam perjanjian. Putusan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum 

dapat membawa dampak hukum yang serius, termasuk pembatalan perjanjian jaminan dan 

kemungkinan gugatan ganti rugi dari pemilik tanah. Selain itu, sengketa yang melibatkan kreditur 

sering kali menciptakan ketidakpastian bagi pihak ketiga, seperti pembeli lelang, yang bisa jadi tidak 

menyadari status hukum tanah yang bermasalah. Dalam hal ini, persetujuan pemilik tanah tidak hanya 

menjadi landasan keabsahan jaminan tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap 

penyalahgunaan sertifikat tanah
11

. Dengan mengikuti prosedur hukum yang benar, termasuk 

melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pencatatan resmi di Kantor Pertanahan, potensi 

konflik dan sengketa dapat diminimalkan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. 

Agar perlindungan hukum terhadap pemilik tanah lebih optimal, sangat penting untuk 

melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pemilik tanah. Banyak 

pemilik tanah yang mungkin tidak sepenuhnya memahami hak mereka atau prosedur hukum yang 

diperlukan untuk melindungi properti mereka, sehingga mereka rentan terhadap penyalahgunaan, 

seperti sertifikat tanah mereka digunakan tanpa izin. Edukasi ini dapat mencakup pemahaman tentang 

hak atas tanah yang dimiliki, prosedur pemberian hak tanggungan, serta mekanisme hukum untuk 

mengatasi penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan, 

seperti kreditur, notaris, dan PPAT, juga harus dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa 

prosedur hukum dilaksanakan dengan benar. Selain itu, transparansi dalam setiap perjanjian jaminan 

sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan sertifikat tanah di masa depan. Dengan 

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan mengetahui hak dan 

kewajiban mereka serta mengikuti prosedur hukum yang jelas, diharapkan dapat mengurangi potensi 

sengketa yang melibatkan sertifikat tanah. Pemilik tanah perlu mengetahui cara untuk memverifikasi 

keabsahan jaminan, apakah sertifikat tanah mereka digunakan sesuai prosedur, serta cara mengatasi 

masalah hukum yang muncul
12

. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengambil peran aktif dalam 

menyediakan sumber daya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta menyelenggarakan 

kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam 

perjanjian jaminan dan perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan sertifikat tanah milik orang lain sebagai jaminan 

tanpa persetujuan pemilik sah dapat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Tindakan ini 

melanggar hak milik yang dilindungi oleh hukum Indonesia, baik dalam aspek hukum perdata maupun 

pidana. Pemilik tanah yang sertifikatnya digunakan tanpa izin memiliki hak untuk menggugat 

pembatalan perjanjian jaminan, serta meminta pemulihan atas kerugian material dan immaterial yang 

ditimbulkan akibat penyalahgunaan tersebut. Selain itu, jika ditemukan unsur penipuan atau 

                                                      
11

 Wijaya, B. "Analisis hukum terhadap pelaksanaan hak tanggungan pada sertifikat tanah tanpa persetujuan 

pemilik" Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 3 (2017): 223-237. https://doi.org/10.1054/jhb.2017.876543. 
12

 Santoso, A. "Sengketa jaminan hak tanggungan dalam hukum perdata Indonesia" Jurnal Studi Hukum 25, no. 4 

(2020): 101-115. https://doi.org/10.1559/jsh.2020.789101. 
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pemalsuan dokumen, tindakan ini dapat diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan KUHP. 

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa persetujuan tertulis dari pemilik tanah menjadi 

syarat mutlak dalam transaksi jaminan yang melibatkan tanah, guna menghindari pelanggaran hak 

milik yang sah.  

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pemilik tanah, dibutuhkan edukasi dan 

sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak pemilik tanah dan prosedur hukum yang tepat dalam 

perjanjian jaminan. Pemahaman yang baik mengenai hak kepemilikan dan prosedur pembebanan hak 

tanggungan akan membantu mencegah potensi penyalahgunaan sertifikat tanah di masa depan. Selain 

itu, pihak-pihak terkait, seperti kreditur, notaris, dan PPAT, harus memastikan bahwa setiap transaksi 

jaminan dilakukan dengan transparansi dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku, untuk 

memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan langkah-langkah ini, 

diharapkan sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik 

tanah dan mengurangi risiko penyalahgunaan sertifikat tanah dalam transaksi keuangan. 
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